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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 2 /Kpts-DPRD/429.050/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh
Gubenur Jawa Timur perlu dilakukan penyempurnaan agar
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan penyempurnaan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam
Keputusan DPRD  Kabupaten Banyuwangi tentang
persetujuan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
dengan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
nomor 2 tahun 1965 nomor 19. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi




Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1)




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1),

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun
2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2024 Nomor 9);

13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 9 Agustus 2024
Nomor 5 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024  Tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2024 -
2029.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 23 Juli 2025 Nomor

100.3.3.1/481/013/2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN ATAS
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2024.

Menyetujui Penyempurnaan Atas Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

Komposisi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, terinci sebagai
berikut:
1. Pendapatan Sebesar : Rp. 3.440.396.404.162,00
(Tiga Triliun Empat Ratus Empat
Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan
Puluh Enam Juta Empat Ratus
Empat Ribu Seratus Enam Puluh
Dua Rupiah);



2. Belanja Sebesar : Rp. 3.899.608.184.086,88
(Tiga triliun delapan ratus sembilan
puluh sembilan miliar enam ratus
delapan juta seratus delapan puluh
empat ribu delapan puluh enam
rupiah delapan puluh delapan sen);

3. Pembiayaan Sebesar : Rp. 459.211.779.924,88
(Empat ratus lima puluh sembilan
miliar dua ratus sebelas juta tujuh
ratus tujuh puluh sembilan ribu
sembilan ratus dua puluh empat
rupiah delapan puluh delapan sen).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Banyuwangi.
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
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